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ABSTRAK

Kewajiban pelaporan yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang terhadap profesi khususnya Advokat menimbulkan persoalan hukum. Hal
ini dikarenakan seorang advokat memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala
sesuatu tentang kliennya. Advokat juga dilindungi oleh hak dimana advokat tidak
dapat dihukum baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya
yang disebut juga dengan hak imunitas. Adapun permasalahan yang dirumuskan
dalam penelitian ini yaitu pertama, ratio legis pengaturan kewajiban pelaporan
oleh advokat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, hak imunitas Advokat
dalam menjalankan profesinya dikaitkan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk
mencari solusi atas isu hukum serta permasalahan yang timbul dan dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumbernya berupa bahan
hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer yang berupa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan
bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, serta
kamus hukum. Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini
yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus.

Hasil dari penelitian ini bahwa dengan adanya kewajiban pelaporan oleh
advokat secara tidak langsung akan mencegah para pelaku pencucian uang untuk
memanfaatkan advokat dengan hak imunitas yang dimilikinya untuk melancarkan
kejahatannya dalam pencucian uang Hak imunitas yang melekat pada profesi
advokat tidaklah absolut karena adanya batasan-batasan tertentu yaitu kode etik
profesi, peraturan perundang-undangan, dan iktikad baik. Setiap tindakan yang
melampaui batasan tersebut maka advokat dapat diproses secara hukum dan
diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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ABSTRACT

Reporting obligations stipulated in PP No. 43 of 2015 concerning
Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering
Crimes against professions, especially Advocates raise legal issues. This is
because an advocate has an obligation to keep everything about his client secret.
Advocates are also protected by a right where the advocate cannot be punished
either criminally or civilly in carrying out his profession which is also called the
right of immunity. The formulation of the problem is the first, the legis ratio of the
regulation of reporting obligations by advocates in Law No. 8 of 2010 on
prevention and eradication of money laundering crimes. Second, the right of
immunity advocates in carrying out their profession is associated with reporting
obligations based on Law No. 8 of 2010 on prevention and eradication of money
laundering crimes.

This research is normative legal research that aims to find solutions to
legal issues and problems that arise and are associated with applicable laws and
regulations. The source is in the form of legal materials that are divided into
primary legal materials in the form of legislation related to the issues discussed,
and secondary legal materials such as books, journals, court rulings, and legal
dictionaries. The problem approach used in this study is the legal approach,
conceptual approach and case study.

The result of this study is that with the obligation of reporting by
advocates will indirectly prevent money launderers to use advocates with
immunity rights that have to launch their crimes in money laundering Immunity
rights attached to the profession of advocates are not absolute because of certain
restrictions, namely the code of professional ethics, legislation, and good faith.
Any action that exceeds these restrictions can be processed legally and sanctioned
in accordance with the prevailing laws and regulations.
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TESIS HAK IMUNITAS ADVOKAT ... NI GUSTI AYU MADE NIA R.
Vii



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie,
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 tahun 1958) tentang
Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaga Negara Nomor 3258).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak
Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).

TESIS HAK IMUNITAS ADVOKAT ... NI GUSTI AYU MADE NIA R.
viii



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680).

Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Keuangan

Mencurigakan Bagi Profesi.

TESIS HAK IMUNITAS ADVOKAT ... NI GUSTI AYU MADE NIA R.
iX



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013 (Pengujian Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 16
bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal
28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XV1/2018 (Pengujian Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 16
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945)

TESIS HAK IMUNITAS ADVOKAT ... NI GUSTI AYU MADE NIA R.
X



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MOTTO

Norana mitra manglewihane wara guna maruhur

“Tidak ada kawan setia yang dapat melebihi pengetahuan yang tingi dan bernilai”

-Nitisastra, Sargah 11.5

Luih ortane ring lontar, Miwah maring buku sami,
Tan je puput mamarcaya, Yan tan ngetelebang ring hati,
Reh bisa ortane sami, Madewek dadua pamuput,
Bisa linyok lan pesaja, Punika panyarcan jagat kali,

Sada liu, Cakepan gawen sang lobha.

“Hebatnya pembahasan disebuah pustaka lontar, Termasuk di semua buku-buku, Tidak
hanya serta merta kita memercayai sebagai sebuah kebenaran, Mencari kebenaran itu
harus disaring dengan hati nurani, Bisa saja pembahasan yang ada di dalamnya,
mempunyai dua sisi yang tidak terlepaskan dalam kehidupan ini, Bisa sebuah
kebohongan bisa juga sebuah kebenaran, Begitulah keadaan di masa dunia yang terbalik,
Kebanyakan buku-buku, Dibuat oleh orang yang rakus”

-lda Ktut Jelantik - Geguritan Lokika
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